BABS
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan PT SPM dalam penyusunan laporan keuangannya telah sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan yang berlaku di

Indonesia. Berikut kebijakan-kebijakan PT SPM dalam penyusunan laporan

keuangannya:

a.

Pengakuan penghasilan dan biaya perusahaan menggunakan metode
accrual basis.

Nilai persediaan barang dagangan perusahaan dihitung menggunakan
metode FIFO.

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dan disusutkan
menggunakan metode garis lurus.

Perusahaan mencatat hutang sebesar nilai nominal yang akan dibayar saat
jatuh tempo.

Perusahaan memberikan fasilitas pada karyawan dalam bentuk pengobatan
(natura), makan dan minum (natura), uang lembur, Tunjangan Hari Raya
(THR), dan uang untuk perjalanan dinas.

Perusahaan menyusun laporan keuangan fiskal berdasarkan peraturan

perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian atas penerapan kebijakan akuntasi dan perpajakan pada PT SPM

diketahui perusahaan belum melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga pada SPT PPh

Badan yang dilaporkan tidak terdapat koreksi fiskal positif atau negatif. Oleh

karena itu peneliti menemukan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto. Rincian biaya tersebut adalah sebagai berikut:

a.

Biaya kendaraan untuk biaya service kendaraan direksi tidak dapat

dikurangkan secara penuh, dimana beradasarkan peraturan perpajakan

53



hanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar 50%, Koreksi
fiskal positif atas biaya kendaraan sebesar Rp 7.500.000.

b. Biaya telepon untuk penggantian biaya pulsa tidak bisa dikurangkan secara
penuh, dimana berdasarkan peraturan perpajakan hanya dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto sebesar 50%. Koreksi fiskal positif atas biaya telepon
sebesar Rp 1.800.000.

c. Biaya jamuan (biaya entertainment) dalam bentuk natura dimana
perusahaan tidak membuat daftar nominatif yang seharusnya dilampirkan
pada SPT PPh Badan. Koreksi fiskal positif atas biaya jamuan sebesar Rp
212.752.000.

d. Biaya kesejahteraan karyawan yaitu fasilitas kesejahteraan karyawan dalam
bentuk natura berupa penggantian uang makan bagian marketing,
penggantian uang makan bagian pembelian, kado pernikahan karyawan dan
penggantian pengobatan karyawan. Koreksi fiskal positif atas biaya
kesejahteraan karyawan sebesar Rp 37.456.200.

e. Biaya keamanan diberikan kepada pihak ketiga dalam bentuk natura berupa
iuran keamanan lingkungan, iuran ke LSM, biaya jaga demo, iuran
lingkungan, dan biaya aparat keamanan dimana perusahaan tidak membuat
daftar nominatif kepada siapa iuran tersebut diberikan dan seharusnya daftar
nominatif tersebut juga dilampirkan pada SPT PPh Badan. Koreksi fiskal
positif atas biaya keamanan sebesar Rp 60.558.020.

f. Biaya iklan berupa biaya promosi dimana perusahaan tidak membuat daftar
nominatif yang lengkap dan seharusnya dilampirkan pada SPT PPh Badan.
Koreksi fiskal positif atas biaya keamanan sebesar Rp 14.963.125.

g. Biaya penyusutan untuk biaya penyusukan kendaraan yang digunakan oleh
direksi tidak dapat dikurangkan secara penuh, dimana berdasarkan
peraturan perpajakan hanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
sebesar 50%, Koreksi fiskal positif atas biaya penyusutan sebesar Rp
5.753.156.

2. Berdasarkan hasil penelitian atas penerapan kebijakan akuntansi dan perpajakan

untuk biaya-biaya tersebut di atas, apabila PT SPM tidak melakukan pembetulan
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kembali SPT PPh Badan maka kemungkinan perusahaan akan dikenakan sanksi

administrasi sebesar Rp 32.374.338 bila terjadi proses pemeriksaan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memiliki saran yang diharapkan dapat

bermanfaat bagi PT SPM yaitu:

1. PT SPM harus membuat rekonsiliasi fiskal agar tidak dikenakan sanksi akibat dari
pajak yang kurang bayar.

2. PT SPM diharapkan lebih memperhatikan peraturan perpajakan terkait biaya-biaya
yang dapat diakui secara fiskal sehingga biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto.

3. PT SPM perlu menambah pengetahuan mengenai aturan perpajakan yang berlaku

saat ini agar dalam menghitung PPh terutang tidak terjadi kesulitan dan kesalahan.
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